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Tesisini merupakan hasil penelitian mengenai respon pedagang kaki lima terhadap kebijakan penertiban
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Penelitian ini penting mengingat adanya respon
pedagang yang mengakibatkan kebijakan penertiban berjalan tidak efektif, bahkan hasilnyatidak sesuai
dengan yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Padahal kebijakan penertiban bertujuan untuk
menata kota dalam rangka menyukseskan K ota Bandung sebagai Kota Jasa yang Genah, Mereunah dan
Tumaninah.

Penelitian ini difokuskan di J. Merdeka sebagai |okas yang terkena kebijakan sesual dengan keputusan
Walikota Nomor : 511.23/Kep.1322-huk/2001 Tentang Lokas Bebas Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL)
di Kota Bandung.

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui
proses studi kepustakaan, wawancara dengan informan, dan pengamatan dilapangan. Informan penelitian
berasal dari pejabat Pemerintah Kota Bandung dan beberapa pedagang kaki lima sebagai objek kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasi penertiban yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung
tidak disetujui oleh pedagang kaki lima, penertiban mendapat. perlawanan melalui tindakan anarkhis
pedagang dan dalam perkembangannya respon pedagang seolah-olah tidak mengindahkan pelarangan
perkembangannya respon pedagang seolah-olah tidak mengindahkan pelarangan berjualan. Mereka tetap
menjaankan usahanya seiring dengan ditariknya petugas dari lokasi penertiban.

Faktor-faktor yang mempengaruhi respon terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal
meliputi: tanggapan dan sikap pedagang, pengetahuan pedagang terhadap kebijakan, motivasi, pengalaman,
kekompakan pedagang, dan budaya pedagang yang sulit diatur. Sedangkan faktor eksternal meliputi: tidak
adanya fasilitas yang disediakan pemerintah, akses informasi yang kurang, perilaku petugas penertiban,
situasi yang berkembang, lingkungan dan masyarakat sekitar, serta keberadaan organisasi pedagang.

Merujuk pada kondisi tersebut, perlu adanya suatu mekanisme operasi penertiban yang bisa diterima oleh
pedagang dengan memberikan solusi pemecahan masalah sehingga kebijakan yang dijalankan
menguntungkan kedua belah pihak, dalam hal ini pihak Pemerintah Kota Bandung dan pihak pedagang kaki
lima.
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